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ABSTRAK 

 

I Putu Adi Sudiatmika. 202020251010. Kebijakan Conjugal Visit/Kunjungan 

Suami Istri Sebagai Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Indonesia.  

 

Pemenuhan hak-hak bagi narapidana sejatinya telah diatur di dalam Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masih 

meninggalkan persoalan dimana tidak semua hak-hak dasar narapidana 

sebagaimana manusia diatur secara tegas di dalamnya, salah satunya adalah 

mengenai pemenuhan kebutuhan biologis (seksual) bagi narapidana yang sudah 

menikah. Rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai kebutuhan biologis bagi 

narapidana di lembaga pemasyarakatan termasuk dalam hak narapidana 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan 

penerapan kebijakan conjugal visit dapat memenuhi kebutuhan biologis bagi 

narapidana di lembaga pemasyarakatan. Tesis ini, menggunakan metode penelitian 

hukum normatif (kepustakaan) dengan data primer dan sekunder yang selanjutnya 

dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang kebutuhan 

biologis bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak diatur secara tegas 

dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana, akan tetapi pemenuhan kebutuhan 

biologis tersebut dapat dilakukan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti 

menjelang bebas serta ijin berobat dokter. Penerapan conjugal visit dalam 

memenuhi kebutuhan biologis bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan 

merupakan gagasan atau kebijakan yang dibutuhkan, akan tetapi penerapannya 

masih terkendala mengenai ruang atau kamar di lembaga pemasyarakatan masih 

kurang dikarenakan over capasitas narapidana dan masih adanya pro dan kontra 

penerapan conjugal visit dan dapat berakibat munculnya praktik-praktik mucikari 

perdagangan seks.  

 

Kata Kunci: Conjugal Visit, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan 
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ABSTRACT 

 

I Putu Adi Sudiatmika. 202020251010. Conjugal Visit Policy as the Fulfillment 

of Prisoners' Rights in Indonesian Corrections. 

 

Fulfillment of the rights of prisoners has actually been regulated in Article 14 of 

Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, in fact it still leaves a problem 

where not all basic rights of prisoners as human beings are explicitly regulated in 

it, one of which is regarding the fulfillment of biological needs. (sexual) for married 

prisoners. The formulation of the problem in this thesis, regarding the biological 

needs of prisoners in correctional institutions is included in the rights of prisoners 

based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and the application of 

the conjugal visit policy can meet the biological needs of prisoners in prisons. This 

thesis uses a normative legal research method (library) with primary and secondary 

data which is then analyzed qualitatively to obtain conclusions about the biological 

needs of prisoners in prisons not explicitly regulated in the provisions of Article 14 

of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections regarding prisoners' rights, but 

the fulfillment of biological needs can be done through assimilation, parole, and 

leave before being released as well as permission to seek medical treatment. The 

application of conjugal visits in meeting the biological needs of prisoners in 

correctional institutions is an idea or policy that is needed, but its implementation 

is still constrained regarding rooms or rooms in prisons that are still lacking due 

to overcapacity of prisoners and there are still pros and cons of implementing 

conjugal visits and can result in the emergence of conjugal visits. sex trafficking 

pimping practices. 

 

Keywords: Conjugal Visit, Prisoners, Correctional Institution 
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